
BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat PT Pos Indonesia
PT Pos Indonesia (Persero) merupakan salah satu badan usaha milik negara (BUMN) di lingkungan Departemen Perhubungan yang bergerak dibidang pelayanan jasa pos. Awal berdirinya PT Pos Indonesia (Persero) dimulai sejak jaman pejajahan Belanda, diawali dengan tibanya VOC tahun 1902-1799. Pada saat itu dinyatakan semua Kantor Pos sebagai milik Republik Belanda.

Kantor pos pertama didirikan di Batavia (Jakarta) oleh Gubernur GW. Baron Vab Inhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan agar lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke Belanda. Seiring dengan didirikannya Pemerintahan Hindia Belanda tanggal 12 September 1818 mulailah dibentuk Dinas Pos sebagai jawatan yaitu Jawatan Pos Telegraf dan Telepon (PTT) berdasarkan Staatsblad Nomor. 395 tahun 1906. Sejak tahun 1907 Dinas Pos merupakan bagian dari “Departemen Van Gouvernements Berdrijven” dipimpin oleh Kepala Dinas PTT. 

Pada tahun 1922 kantor pusat PTT yang semula berkedudukan di Meltervreden (Gambir ) mulai dipindahkan ke gedung Bow (Burgelijke Openbara Werken) di Bandung. Pada masa pendudukan Jepang, Jawatan PTT terpecah-pecah mengikuti struktur organisasi Pemerintahan Militer Jepang, sehingga pada masa itu 

Jawatan PTT terpecah menjadi 4 bagian yaitu Jawatan PTT Sumatera, Jawatan PTT Jawa, Jawatan PTT Sulawesi. Jawatan tersebut dikelola semata-mata hanya untuk kepentingan Pemerintah Militer Jepang. Pada tanggal 14 Agustus 1945 ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika di proklamasikannya kemerdekaan Indonesia maka Jawatan PTT tersebut digabungkan dalam satu atap organisasi yaitu Jawatan PTT Republik Indonesia, yang secara resmi didirikan pada tanggal 27 September 1945. Sehingga pada saat itulah kita mengenalnya sebagai hari Pos dan Telekomunikasi. 

Berdasarkan Perpu Nomor 19 Tahun 1961 Jawatan PTT tersebut berubah status menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel) , dengan maksud untuk memperluas ruang gerak dalam pengembangan usahanya maka  Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi dipecah menjadi dua badan usaha yang berbeda, yaitu Perusahaan Pos dan Giro, dan Perusahaan Negara Telekomunikasi berdasarkan PP No. 29 Tahun 1965 dan PP No. 30 Tahun 1965. 

Menghadapi pertumbuhan dunia usaha yang semakin pesat dan penuh persaingan diperlukan penyesuaian status badan usaha yang lebih baik, fleksibel dan dinamis, agar mampu mengembangkan pelayanan yang lebih baik. Sehingga pada tahun 1978 status Perusahaan Negara Pos dan Giro berubah menjadi Perusahaan Umum Pos dan Giro berdasarkan PP No. 9 Tahun 1978. Yang selanjutnya dengan keluarnya PP No. 5 Tahun 1995 Perusahaan Umum Pos dan Giro berubah nama menjadi PT Pos Indonesia (Persero).

Selanjutnya dalam menyongsong era globalisasi yang penuh persaingan, PT Pos Indonesia (Persero) sebagai salah satu badan usaha yang bergerak dibidang pos, perlu melakukan beberapa langkah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Tahap tersebut adalah langkah konkrit perusahaan untuk menghadapi era globalisasi.

1.  Reformasi Tahap Pertama  (Tahun 1995-2001) 

· Tahun Konsolidasi dan Modernisasi(Tahun 1995-1997) 


Pada tahap ini perusahaan mengarahkan programnya untuk meningkatkan pelayanan terhadap stake holders. Dan perusahaan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada stake holders.

· Tahun Solusi Total bagi Pelanggan (Tahun 1997-2000)

Pada periode ini segala kegiatan utama difokuskan pada upaya meningkatkan kepuasan pelanggan sejalan dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan, sambil melakukan kegiatan antisipatif terhadap kondisi pada era perdagangan bebas.

2. Reformasi Tahap Kedua (Tahun 2001-2010)


Reformasi tahap kedua dimulai tahun 2001-2010. Secara substansial reformasi ini ditujukan untuk meningkatkan kesiapan perusahaan menghadapi kesepakatan WTO (World Trade Organization) tahun 2010. Era dimana perdagangan bebas dan persaingan yang ketat, khususnya untuk negara-negara berkembang, mulai diterapkan. 
3. Reformasi Tahap Ketiga


Reformasi tahap ketiga dimulai dari tahun 2011-2020. Reformasi ini lebih ditujukan untuk meningkatkan keunggulan daya saing untuk memperkuat posisinya sebagai Operator Kelas Dunia, karena telah diterapkannya kesepakatan perdagangan bebas dalam kerangka APEC (Asia Pacific Economic Co-operation) pada tahun 2020. 
2.1.1 Visi Dan Misi PT Pos Indonesia (Persero) 

Visi PT Pos Indonesia (Persero) 

Menjadi perusahaan Pos yang berkemampuan memberikan solusi terbaik dan menjadi pilihan utama stakeholder domestik maupun global dalam mewujudkan pengembangan bisnis dengan pola kemitraan, yang didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan menjunjung tinggi nilai
 Misi PT Pos Indonesia (Persero) 
1. Memberikan solusi terbaik bagi bisnis, pemerintah dan individu melalui penyediaan sistem bisnis dan layanan komunikasi tulis, logistik, transaksi keuangan, dan filateli berbasis jejaring terintegrasi, terpercaya dan kompetitif di pasar domestik dan global.

2. Mengelola perusahaan sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dengan didukung oleh teknologi tepat guna dan sumber daya manusia yang profesional.

3. Menyediakan layanan komunikasi, logistik, layanan transaksi keuangan serta layanan pos lainnya yang memiliki nilai tambah tinggi bagi kepuasan pelanggan.

4. Memberikan pelayanan untuk kemanfaatan umum yang menjangkau pelosok tanah air dengan perlakuan yang sama guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta mempererat hubungan antar bangsa.

2.1.2 Tujuan Perusahaan

Maksud dan tujuan perusahaan sebagaimana tercantum dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ialah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan tujuan memupuk keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. PT Pos Indonesia (Persero) sebagai entitas bisnis diharapkan juga oleh pemegang saham untuk dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas sehingga mampu menjadi perusahaan yang profitable dan sustainable.
Selain itu perusahaan berusaha untuk menjadi pilihan utama mitra bisnis, domestik dan global dijabarkan lebih lanjut pada terbangunkan pola kemitraan bisnis yang saling menguntungkan dalam mewujudkan kemajuan bisnis dan kesejahteraan yang berjangka panjang. Sedangkan solusi terbaik dilakukan melalui kinerja keuangan terbaik, nilai kastemer terbaik, proses terbaik dan SDM terbaik.

2.1.3 Keyakinan dan Nilai-nilai Dasar Perusahaan

Karyawan yang bertalenta (Telented People), Keunggulan Layanan (Excellence Service), Nilai-nilai Bagi Kastemer (Customer Values), Pertumbuhan Kinerja Keuangan yang Tinggi dan Berkelanjutan (Sustainable Outstanding Financial Performance).
2.1.4 Nilai-Nilai Budaya Perusahaan 

· Berusaha mencapai yang terbaik 

· Senantiasa melihat ke depan dan belajar dari pengalaman 

· Bertanggungjawab kepada pihak pihak yang berkepentingan 

· Menjunjung tinggi semangat kerja dalam kelompok  

· Menghargai kreativitas pribadi 

· Ikatan yang lestari diantara insan pos 

· Perhatian yang tulus 

· Bangga sebagai Insan Pos 
2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan kerangka kerja yang mewujudkan pola kerja serta mengatur hubungan-hubungan diantara bidang kerja, dan menunjukan kedudukan serta peranan masing-masing jabatan dalam mewujudkan kerjasama suatu organisasi. Dengan adanya struktur organisasi tersebut setiap karyawan akan mempunyai kejelasan dan kepastian mengenai wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan. Adapun Struktur organisasi  di PT Pos Indonesia (Persero) itu sendiri dibagi menjadi 2 tipe yaitu Struktur organisasi tipe A dan struktur organisasi tipe B. Kedua tipe struktur organsisasi tersebut tidak begitu berbeda jauh satu sama lainnya. Yang membedakan hanyalah format struktural pada masing-masing tipe. Adapun struktur organisasi  PT Pos Wilayah V Jawa Barat itu sendiri bertipe B. Dibawah ini bisa dilihat Struktur organisasi dari PT Pos Wilayah V Jawa Barat: 







Sumber : PT Pos Indonesia (Persero) Wilayah V Jawa Barat 
Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT Pos Indonesia Wilayah V Jawa Barat 

2.3 Deskripsi Jabatan Dan Fungsi

1. Kepala Wilayah Pos (Kawilpos) 

          Fungsi utama Kepala Wilayah adalah menetapkan arah kebijakan pengelolaan penjualan dan pelayanan ritel, dengan mengacu pada kebijakan bisnis dari produk owner dan sebagai pelaksana operasi ditingkat wilayah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan perusahaan.

Adapun dalam penyelengaraan fungsi sebagaimana diatas, Kawilpos memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :

a. Menetapkan target penjualan ritel dilingkup wilayah bisnisnya yang mengacu pada kebijakan kantor pusat.

b. Menetapkan target efisiensi dan efektivitas operasi dilingkungan wilayah operasinya.

c. Menetapkan target pemanfaatan dan optimalisasi aset.

d. Menetapkan alokasi sumber daya manusia.

e. Bertanggung jawab atas pencapaian target profit dilingkungan kerja Wilpos.

f. Bertanggung jawab atas pencapaian target efisiensi dan efektivitas dilingkungan  kerja WilPos.

g. Mengevaluasi kinerja penjualan ritel.

h. Mengevaluasi kinerja operasi

i. Mengevaluasi kinerja administrasi keuangan, sdm dan teksar.

j. Mewakili direksi didalam maupun diluar pengadilan serta dalam hubungan perorangam.

2. Sekertaris Wilayah
           Sekertaris wilayah mempunyai fungsi sebagai pengelola kegiatan kesekertariatan/ketatausahaan, protokoler, kehumasan, dokumentasi, pencatatan akuntansi dan sebagai kasir kantor wilayah Pos serta advokasi dan litigasi hukum demi kepentingan perusahaan.

Adapun dalam penyelengaraan fungsi sebagaimana diatas, Sekwilpos mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

a. Merencanakan dan mengkoordinir kegiatan kesekertariatan, protokler, kehumasan, dan advokasi hukum.

b. Mengorganisir dan melaksanakan kegiatan kesekertariatan, protokler, kehumasan, dan advokasi hukum, pencatatan akuntansi dan sebagai kasir kantor Pos.

c. Mengendalikan kegiatan kesekertariatan, protokler, kehumasan, dan advokasi hukum.

d. Memberikan advokasi hukum dan perikatan agar setiap keputusan manajemen Wilpos terhindar dari dampak hukum yang merugikan dan merusak citra perusahaan.

e. Mendokumentasikan kegiatan Wilpos.

f. Membuat laporan keuangan kantor Wilpos.

g. Menyusun rencana kerja dan anggaran dibagiannya.

h. Mengelola sumber daya dibagiannya.

3. Deputi Umum
          Deputi Umum ini mempunyai fungsi untuk mengorganisir dan mengendalikan proses pengelolaan dan administrasi keuangan, sumber daya manusia, dan teknologi dan sarana. Adapun dalam menyelenggarakan fungsinya  diatas Deputi Umum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Mengorganisasikan dan mengendalikan semua prose yang berkaitan dengan administrasi keuangan, sumber daya manusia, dan teknologi dan sarana.

b. Mengorganisasikan kegiatan dengan direktorat, dan unit lain dalam konteks pemenuhan dan penggunaan sarana internal.

c. Merencanakan kerja sama dengan pihak diluar perusahaan dalam konteks penyediaan sarana.

d. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan aset perusahaan.

Dalam tugasnya ini Deputi Operasi membawahi 4 bagian yaitu bagian jaringan, bagian promosi, bagian produk keuangan/ritel/filateli. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat penjelasan dibawah ini:

a. Bagian Keuangan 

          Bagian keuangan ini mempunyai fungsi untuk melakukan pengelolaan aktivitas penyusunan anggaran, pengawasan pelaksaan kebijakan akuntansi dan keuangan, verifikasi terhadap kebenaran laporan triwulan dan pemutakhiran data PSO. 

Adapun tugas dan kewajibannya secara umum adalah sebagai berikut :

1. Merancang kebijakan dan strategi keuangan untuk meningkatkan daya saing wilayah.

2. Menghitung kebutuhan anggaran setiap program kerja yang diusulkan UPT.

3. Mengendalikan pola penyusunan anggaran dan laporan keuangan Wilpos.

4. Mengalokasikan anggaran ke masing-masing UPT dan unit terkait.

5. Melakukan rekonsiliasi dan konfirmasi data akuntansi.

6. Menyusun laporan realisasi anggaran.

7. Melakukan rekonsiliasi dan konfirmasi data akuntansi.

8. Membuat laporan keuangan perusahaan.

9. Menetapkan harga sendiri untuk pengadaan barang dan jasa.

10. Melaksanakan pemantauan implementasi sistem informasi akuntansi korporat diwilayahnya.

11. Mengawasi laporan rekening koran dana kompensasi.

b. Bagian Sumber Daya Manusia 

          Bagian sumber daya manusia (SDM), dipimpin oleh seorang manajer, yang bertanggung jawab kepada Deputi Umum, yang selanjutnya disebut Manajer SDM. Manajer SDM ini mempunyai fungsi untuk melakukan perencanaan dan pengembangan SDM dan organisasi serta pengelolaan pelayanan SDM.

 Untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi tersebut manajer SDM mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 

1. Merencanakan kebutuhan SDM dan organisasi Wilpos.

2. Menyusun program pemenuhan kebutuhan SDM sesuai dengan kebijakan korporat.

3. Mengimplementasikan program pengembangan SDM dan organisasi.

4. Melaksanakan program pembinaan karir pegawai.

5. Melaksanakan program pelatihan, penilaian kinerja, penghargaan dan penertiban.

6. Melaksanakan program K3 dan kesejahteraan pegawai.

7. Melaksanakan Program harmonisasi hubungan industrial.

8. Melaksanakan aktivitas administrasi pensiun.

9. Menyusun administrasi dan database kepegawaian sesuia dengan kebijakan korporat.

10. Menyusun rencana kerja dan anggaran SDM.

c. Bagian Teknologi dan Sarana 


          Bagian tekologi dan sarana dipimpin oleh seorang manjer yang langsung bertanggung jawab kepada Deputi Umum. Manjer teknologi dan sarana ini mempuyai fungsi untuk melaksanakan dan membantu pusat untuk menyelenggarakan dan menjamin ketersediaansistem berbasis teknologi. 

Untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi tersebut manajer teknologi dan sarana mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 

1. Menerjemahkan dan mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan sistem ditingkat wilayah.

2. Mengimplementasikan sistem-sistem korporat yangb berbasis teknologi.

3. Mengkordinasikan penaganan awal untuk implementasi sistem kontijensi bilamana terjadi gangguan operasional sistem berbasis teknologi.

4. Membantu pusat di dalam menjaga performasi sistem berbasis teknologi.

5. Membantu pemenuhan data-data wilayah yang diperluka operasional, supporting dan administrasi guna mendukung terbentuknya sistem informasi pengambilan keputusan yang akurat.

6. Mengelola operasional, perawatan dan administrasi perangkat-perangkat teknologi di wilayah. 

7. Melakukan Pengawasan terhadap aset ( barang-barang inventaris, tanah bangunan, kendaraan)

8. Melakukan rekonsiliasi barang inventaris, tanah bangunan dan kendaraan.

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan


Perubahan status dari Perum menjadi Persero, membuat PT Pos Indonesia (Persero) memiliki keleluasaan yang jauh lebih luas dari sebelumnya. Perubahan lebih dilihat sebagai momentum strategis untuk menjawab tantangan era baru, era informasi. Dengan tanpa melupakan misi sosialnya sebagai Agen Pembangunan, PT Pos Indonesia (Persero) berusaha menjadikan dirinya sebagai badan usaha yang mandiri dan bahkan menghasilkan keuntungan (profit center). Hal itu dapat dicapai, karena PT Pos Indonesia (Persero) secara terus-menerus mengembangkan sistem kerja yang efisien dan cara kerja yang lebih profesional, sehingga mampu melayani masyarakat pengguna jasa pos secara lebih memuaskan. 

Aspek kegiatan dari PT Pos Indoneia (Persero) selama ini adalah bagaimana memberikan pelayanan yang baik (service exelent) terhadap masyarakat,karyawan dan pelanggan. Adapun jenis-jenis kegiatan dari PT Pos Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut :

1. Bisnis Reguler

a.LayananStandar

Layanan standar terdiri dari Suratpos Tercatat, Surapos Biasa, Paketpos Biasa, Weselpos, Weselpos Tagih dan Giropos. Weselpos merupakan layanan pengiriman uang melalui sarana dan prasarana pos. Giropos adalah layanankeuangan untuk menampung, menyimpan dan membayar berbagai transaksi baikuntuk pemegang rekening perorangan maupun perusahaan.

b. Layanan Costumize

Layanan customized merupakan layanan perlakuan khusus dari weselpos atau giropos  yang disebut dengan layanan keagenan/kemitraan. Layanan kemitraan dapat dikelompokkankembali sesuai dengan jenis layanan yaitu tabungan, penyaluran dana, pembayaran tagihan dan retail.

c. Layanan Pengembangan


Pos Indonesia menjadi sentra pembayaran bagi berbagai instansi melalui layanan system on-line payment point. Melalui system on-line payment point, memungkinkan Pos Indonesia bertindak sebagai wakil suatu instansi (sebagai produsen) untuk menerimapembayaran atas suatu jasa yang diberikan (kepada konsumen) oleh instansitersebut. Dengan fasilitas payment point produsen mendapatkan kemudahan dalammenerima pembayaran/iuran rutin dalam periode tertentu.
d. Layanan Perluasan

           Termasuk dalam layanan perluasan adalah Poserba yaitu merupakan pengembangan fasilitas pelayanan fisik loket kantorpos dengan mengacu kepada konsep “one stopshopping”. Poserba hadir untuk melayani tuntas segala kebutuhan tentangpos untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi setiap pengunjung yangdatang. Poserba menyediakan semua kebutuhan yang berhubungan dengan pos danberbagai alat tulis menulis termasuk kartu ucapan  dan benda filatelidalam kemasan khusus.
2. Bisnis Komunikasi dan Bisnis Filateli 
Tabel 2.1 Bisnis Komunikasi dan Bisnis Filateli
	Kategori
	Jenis produk

	
	Terbukukan
	Tidak terbukukan

	A. Produk Inti
	
	

	Standar
	Surat Pos Tercatat/R
	Surat Pos Biasa

	Prioritas
	Surat Pos Kilat Khusus
	Surat Pos Kilat

	Perlakukan Khusus
	Surat Pos Perlakukan Khusus
	Surat Pos Perlakukan Khusus

	B. Produk Pengembangan
	Surat Pos Hibrida
	

	
	Produk Inti Filateli
	

	
	ProdukKreatif/Inovatif Filateli
	

	C. Produk Perluasan
	Layanan Internet
	

	
	Waralaba/Franchising
	


3. Bisnis Logistik
Tabel 2.2 Bisnis Logistik
	Kategori
	Jenis Produk

	A. Produk Inti
	

	Standar
	Paket Pos Biasa

	Prioritas
	Paket Pos Kilat Khusus

	Perlakukan Khusus
	Paket Pos Perlakukan Khusus

	B. Poduk Pengembangan
	Paket Pos Optima

	
	Paket Pos Point to point

	
	Warehousing


4. Bisnis Keuangan dan Keagenan 
Tabel 2.3 Bisnis Keuangan dan Keagenan
	KATEGORI
	JENIS PRODUK

	A. Produk Inti
	

	Standar
	Weselpos, Giropos

	Prioritas
	Weselpos Prima, Giropos Prima

	Perlakukan Khusus
	Kemitraan

	
	

	B. Poduk Pengembangan
	Cekpos Wisata

	
	Wesel Pos Tagih

	
	Sispenas

	C. Produk Perluasan
	Poserba
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